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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987 

 

1. Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

  Tidak ا 1

dilambangkan 
 T ط 16

 Z ظ B 17 ب 2

 ‘ ع T 18 ت 3

 G غ S 19 ث 4

 F ف J 20 ج 5

 Q ق Ң 21 ح 6

 K ك Kh 22 خ 7

 L ل D 23 د 8

 M م Ż 24 ذ 9

 N ن R 25 ر 10

 W و Z 26 ز 11

 H ه S 27 س 12

 ’ ء Sy 28 ش 13

 Y ي S 29 ص 14

    D ض 15
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2. Vokal 

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 

atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan 

huruf, yaitu: 

TandadanHuruf Nama GabunganHuruf 

َ  ي  Fatḥahdanya Ai 

َ  و  Fatḥahdanwau Au 

Contoh: 

  kaifa :   كيف

 haula  : هول 
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3. Maddah 

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

HarkatdanHuruf Nama Hurufdantanda 

ا  Fatḥahdanalifatauya Ā ي /َ 

ي  َ  Kasrahdanya Ī 

ي  َ  Dammahdanwau Ū 

Contoh: 

 qāla: ق ال  

م ى  ramā: ر 

 qīla: ق يْل  

 yaqūlu: ي ق وْل  

 

4. Ta Marbutoh (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua. 

a. Ta marbutoh (ة) hidup 

Ta marbutoh (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, 

kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutoh (ة) mati 

Ta marbutoh (ة)  yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutoh (ة) 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 



 

xiii 
 

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu 

ditransliterasikan dengan h. 

 

Contoh: 

طْف الْ  ة  الَْ  وْض   rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl :  ر 

ة ن وّر  يْن ة  الْم  د  َ  ا لْم    : al-Madīnah al-Munawwarah/ 

     al-MadīnatulMunawwarah 

ةْ   Ṭalḥah :   ط لْح 

 

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa 

Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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ABSTRAK 

 

 

Nama : Rika Oyadila 

NIM : 150604066 

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi 

Judul : Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap 

Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Di 

Kabupaten Bener Meriah 

Pembimbing I : Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA 

Pembimbimg II : Abrar Amri,SE.,S.Pd.,I.,M.Si 

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Pendapatan 

Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji 

dampak pemekaran wilayah terhadap  pendapatan per kapita 

Kabupaten Bener Meriah sebelum dan sesudah pemekaran. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data data 

sekunder. Penelitian ini menggunakan data pendapatan per kapita 

sebelum terlaksananya pemekaran yaitu tahun 1990-2003 dan data 

pendapatan per kapita sesudah pemekaran yaitu tahun 2005-2018, 

sedangkan data tahun 2002 tidak dimasukkan karena disebabkan 

tahun 2002 merupakan masa peralihan. Pengumpulan data sekunder 

menggunakan metode dokumentasi untuk data laporan pendapatan 

per kapita dari BPS Provinsi Aceh, data yang dianalisis 

menggunakan uji beda yaitu Paired Sample T-Test dengan 

menggunakan SPSS 25. Hasil dari uji ini dapat disimpulkan bahwa 

pemekaran wilayah di Kabupaten Bener Meriah tidak dapat 

meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita. Rata-rata 

pertumbuhan pendapatan per kapita sebelum dan sesudah 

pemekaran sebesar 3,80 persen selama periode 1990-2003 dan 2,00 

persen selama periode 2005-2018. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang yang saat ini 

terlihat jelas sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai 

bidang kehidupan. Pembangunan dapat diartikan sebagai gagasan 

untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Di mana gagasan 

tersebut lahir dalam bentuk usaha mengarahkan dan melaksanakan 

pembinaaan, pemgembangan, serta pembangunan bangsa (Anwar, 

2014). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip 

otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang 

memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. daerah 

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

wilayah yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta 

mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Hal ini berhubungan dengan pemberian 

otonomi daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat (Lariky, 

2012). 

Seiring dengan pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal, 

terjadi proses pemekaran baik pada tingkat Provinsi maupun 

Kabupaten/kota. Semenjak Oktober 1999 sampai Januari 2008 telah 

terbentuk 7 Provinsi, 134 Kabupaten atau Kota sebagai hasil 

pemekaran. Kemudian hingga tahun 2019 total jumlah Provinsi telah 
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berjumlah 34 Provinsi dan 514 Kabupaten. Meningkatnya jumlah 

daerah baru tersebut tidak lepas dari peraturan pemerintah nomor 

129/2000 tentang persyaratan pembentukkan, kriteria pemekaran, 

penghapusan dan penggabungan daerah (Praktikno, 2008). 

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian 

wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan 

meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. 

Pemekaran wilayah juga diharapkan dapat menciptakan 

kemandirian daerah sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat 

pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan 

memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga 

merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan 

pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali 

pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan 

pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008). 

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya 

untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta 

berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. dengan demikian pembangunan dan 

pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah 

mengembangkan prakarsa dari dalam, menumbuhkan kekuatan-

kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar 

termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat  harus merupakan 

proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk 

mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara 
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ensinsial sebenarnya dalam menyelenggarakan desentralisasi 

terdapat dua elemen penting yang sangat penting yang saling 

berkaitan yaitu pembentukkan daerah otonomi baru dan penyerahan 

kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah 

daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintah tertentu 

yang diserahkan (Lovita, 2017). 

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan 

otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan pemekaran dan 

penggabungan wilayah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan 

antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu 

indikator yang lazim digunakan untuk melihat keberhasilan 

pembangunan suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi harus didukung 

oleh berbagai faktor yang menyebabkan perekonomian itu tumbuh. 

Pemekaran sebagai salah satu instrumen utama dalam menstimulus 

pertumbuhan ekonomi. 

Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah 

melalui Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

32/2004 dan Undang-undang Nomor 12/2008 tentang Pemerintahan 

Daerah, di dalam daerah diberikan hak dan kewenangan sesuai 

dengan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab 

serta berhak mengatur seluruh kewenangannya, baik berupa urusan 

wajib maupun urusan pilihan. Mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 



4 
 

 
 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-

undang Nomor 32/2004 juga mengatur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pelaksanaan desentralisasi. 

Adanya desentralisasi membuat wilayah yang tidak puas 

dengan kinerja pemerintah daerahnya dapat membentuk Daerah 

Otonomi Baru (DOB), yang disebut pemekaran wilayah. Sebelum 

disahkannya Undang-undang Nomor 22/1999 dan Undang-undang 

Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, pemekaran wilayah 

terlaksana. Akan tetapi, kedua Undang-undang tersebut membuat 

syarat pemekaran menjadi lebih jelas dan pemekaran semakin 

mudah untuk dilaksanakan. 

Hal ini mengakibatkan pemekaran daerah khususnya untuk 

pemekaran kabupaten dan kota menjadi semakin marak terjadi. 

Berikut adalah jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang 

melaksanakan pemekaran sejak tahun 1950 sampai 2018 di 

Indonesia. 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Provinsi/ Kabupaten/Kota di 

Indonesia Tahun 1950 sampai 2018 

Tahun Jumlah 

Provinsi 

Jumlah 

Penambahan 

Provinsi 

Jumlah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah 

Penambahan 

Kabupaten/Kota 

1950-1955 4 - 99 - 

1956-1960 20 16 244 145 

1961-1965 24 4 260 16 

1966-1970 26 2 271 11 

1971-1998 26 - 304 33 

1999-2005 33 7 440 136 

2006-2018 34 1 514 33 

Sumber: Rekapan dari BPS Indonesia (2018) 

Note     : Nama-nama Provinsi dapat dilihat dalam Lampiran I 

               Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS Indonesia tahun 

2018 seperti terlihat pada Tabel 1.1 setelah diberlakukannya 

Undang-undang Nomor 22/1999 telah terjadinya penambahan 

sebanyak 7 provinsi dan 136 kabupaten/kota pada tahun 1999-2005. 

Kemudian dalam kurun waktu 2006-2018 juga kembali terjadi 

penambahan sebanyak 1 provinsi dan 63 kabupaten/kota. Dengan 

demikian jumlah provinsi dan kabupaten/kota hingga tahun 2018 

berjumlah 34 provinsi dan 514 kota.  
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Gambar 1.1 

Perkembangan Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia 

Tahun 1950 sampai 2018 

 

            Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa penambahan jumlah 

Provinsi paling banyak terjadi pada tahun 1956-1960 sedangkan 

penambahan Kabupaten terbanyak pada tahun 2006-2018 dan 

jumlah penambahan kabupaten atau kota paling banyak terjadi pada 

tahun 1999-2005.  

 Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia 

yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap jalannya roda 

pembangunan nasional. Seperti daerah lain di Indonesia, pemekaran 

wilayah juga sering terjadi di Provinsi Aceh. Berikut adalah data 

pemekaran Kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebelum dan setelah 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 dan Undang-

undang Nomor 32/2004. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Sebelum dan 

Sesudah Disahkan UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 

2004 

No Sebelum Disahkan 

Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999 

Sesudah Disahkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 

dan Undang-undang Nomor 32 

Tahun 2004 

1. Kabupaten Aceh Selatan 1.1 Kabupaten Aceh Selatan 

1.2 Kabupaten Aceh Barat Daya 

1.3 Kabupaten Aceh Singkil 

1.4 Kota Subulussalam 

2. Kabupaten Aceh Timur 2.1 Kabupaten Aceh Timur 

2.2 Kabupaten Aceh Tamiang 

2.3 Kota Langsa 

3. Kabupaten Aceh Utara 3.1 Kabupaten Aceh Timur 

3.2 Kabupaten Bireuen 

3.3 Kabupaten Lhouksemawe 

4. Kabupaten Aceh Barat 4.1 Kabupaten Aceh Barat 

4.2 Kabupaten Simeulue 

4.3 Kabupaten Nagan Raya 

5. Kabupaten Aceh Tengah 5.1 Kabupaten Aceh Tengah 

5.2 Kabupaten Bener Meriah 

6. Kabupaten Aceh 

Tenggara 

6.1 Kabupaten Aceh Tenggara 

6.2 Kabupaten Gayo Lues 

7. Kabupaten Pidie 7.1 Kabupaten Pidie 

7.2 Kabupaten Pidie Jaya 

8. Kabupaten Aceh Besar 8.1 Kabupaten Aceh Besar 

9. Kota Banda Aceh 9.1 Kota Banda Aceh 

10. Kota Sabang 10.1 Kota Sabang 

 Jumlah = 10 Jumlah = 23 

Sumber: Rekapan dari BPS Aceh dalam angka tahun (2018) 
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Berdasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat sebelum 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 jumlah kabupaten 

dan kota di Provinsi Aceh hanya terdapat 10 daerah yang terdiri dari 

8 kabupaten dan 2 kota. Tetapi setelah disahkannya Undang-undang 

Nomor 22/1999 dan Undang-undang Nomor 32/2004  jumlah 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh menjadi 23 daerah terdiri dari 18 

Kabupaten dan 5 kota. Dari 23 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, 

salah satunya adalah Kabupaten Bener Meriah. 

 Kabupaten Bener Meriah adalah Kabupaten Termuda di 

wilayah Provinsi Aceh yang merupakan hasil pemekaran dari 

Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan undang-undang no 14 tahun 

2003 tentang pembentukkan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi 

Aceh, pada 18 Desember 2003 namun diresmikan oleh Menteri 

dalam negeri pada 7 Januari 2004. Ibukota Kabupaten Bener Meriah 

adalah Simpang Tiga Redelong, di mana Kabupaten Bener Meriah 

terdiri dari 10 kecamatan dan 232 desa. Sepuluh kecamatan itu 

meliputi Bandar, Bukit, Permata, Pintu Rime Gayo, Syiah Utama, 

Timang Gajah, Wih Pesam, Mesidah, Gajah Putih, dan Bener 

Kelipah. Kabupaten Bener Meriah Berbatasan dengan Kabupaten 

Bireuen di sebelah utara dan di sebelah selatan Kabupaten Aceh 

Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah 

dan di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh (BPS 

Bener Meriah dalam angka 2018). 
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Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan 

untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan 

kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. pemekaran 

wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan 

kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang 

kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas 

penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Andi, 

2014). 

Beberapa daerah terlihat tugas pemerintah maupun proses 

pembangunan terasa semakin berat, maka dalam megantisipasi 

masalah tersebut pemerintah pusat mempersempit jangkauan 

pengendalian dan mengusahakan efisiensi pelaksanaan 

pembangunan dengan cara melakukan pemekaran di beberapa 

daerah kabupaten dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, 

potensi daerah serta faktor lainnya. Sepertii hal diatas bahwa 

pemekaran daerah erat kaitannya dengan pembangunan. Tantangan 

utama di daerah-daerah yang terbelakang, kualitas hidup yang lebih 

baik memang masyarakat adanyan pendapatan yang lebih tinggi 

sehingga semakin tinggi pendapatan semakin maka kesejahteraan 

akan tercapai (Todaro, 2006). 

          Adapun tujuan pemekaran wilayah adalah untuk 

mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah, agar 

dapat mengejar ketertinggalannya dengan daerah yang lain. Dengan 

pemekaran diharapkan masyarakat merasakan peningkatan 

pelayanan, memudahkan untuk mengakses pelayanan yang 
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diberikan oleh pemerintah daerah sehingga kesejahteraan akan 

tercapai. Salah satu ukuran kesejahteraan adalah pendapatan per 

kapita. Makin tinggi pendapatan seorang penduduk, makin leluasa 

penduduk tersebut memenuhi semua kebutuhannya dan berarti 

makin sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan per kapita suatu daerah 

dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk 

suatu negara. 

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata 

penduduk di suatu pada suatu periode tertentu yang biasanya satu 

tahun. Pendapatan per kapita juga dapat diartikan sebagai jumlah 

dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap 

penduduk suatu tahun tertentu dibagi jumlah penduduk suatu negara 

pada tahun tersebut (Murniati, 2017). Nilai pendapatan per kapita 

diperoleh dengan membagi nilai Produk Domestik Bruto atau 

Produk Nasional Bruto suatu tahun tertentu dengan jumlah 

penduduk pada tahun tersebut. 

 Manfaat yang diperoleh dari menghitung pendapatan per 

kapita adalah : 1) dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu 

negara, jika pendapatan per kapita tinggi berarti perekonomian 

sudah maju, demikian pula sebaliknya, 2) dapat melihat 

perkembangan perekonomian dan kemakmuran suatu negara, 

dengan cara membandingkan besarnya pendapatan per kapita dari 

tahun ketahun. 3) dapat membandingkan tingkat kemakmuran 

(standar hidup) antar negara, apakah tergolong kelompok rendah, 

menengah atau tinggi  (Sukirno, 2006). 
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 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah 

satu indikator penting untuk mengetahui peranan dan potensi 

Ekonomi di suatu wilayah. Tinggi rendahnya PDRB sangat 

menentukan maju mundurnya suatu perekonomian. Perkembangan 

pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten Aceh Tengah 

(Kabupaten induk Bener Meriah Sebelum Di mekarkan) untuk tahun 

1994 s/d tahun 2013 menunjukkan perkembangan pertumbuhan 

pendapatan per kapita cenderung meningkat kecuali pada tahun 1999 

yang menurun dari tahun 1998  hal ini disebabkan karena adanya 

konflik bersenjata berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Aceh 

juga mempengaruhi Pendapatan per kapita (BPS Aceh, 2014). 

 Pada masa konflik atau sebelum dilaksanakan pemekaran 

wilayah mata pencaharian masyarakat Bener Meriah sangat 

memperhatikan karena pengaruh konflik yang sangat berlarut di 

Aceh, yang paling berdampak pada sektor terbesar mata pencaharian 

masyarakat Bener Meriah yaitu sektor pertanian, konflik yang 

berkepanjangan yang terjadi di Aceh pelan-pelan mulai mematikan 

pendapatan masyarakat Bener Meriah, karena alasan keamanan 

masyarakat Bener Meriah meninggalkan mata pencaharian mereka 

karena pihak yang bertikai antara pihak pemerintah dan 

pemberontakan sama-sama membunuh masyarakat, fakta yyang 

terjadi dalam kondisi konflik pihak pemberontak dan pihak aparat 

TNI saling mencari kesempatan untuk memperkaya diri dengan 

kelompoknya, dari pihak Gerakkan Aceh Merdeka (GAM) selalu 

meminta pajak Nangroe kepada masyarakat, jika masyarakat tidak 
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memberi nyawa mereka yang jadi taruhannya. Dari pihak TNI juga 

seperti itu melakukan hal yang selalu memanfaatkan masyarakat 

untuk menjadikan kekayaanya terlihat dari banyaknya ternak kerbau 

masyarakat yang dijual pihak TNI, dan pihak TNI melakukan 

monopoli pasar kopi yang mereka tampung dari masyarakat, 

masyarakat bisa memanen kopi dari kebun dengan syarat masyarakat 

harus melapor ke pos TNI yang di pinggir daerah perkebunan, 

syaratnya harus meninggalkan KTP di pos TNI dan diperiksa oleh 

oknum TNI tersebut, hasil panen harus di jual kepada pihak TNI 

dengan harga rendah. Dari segi transportasi pihak GAM dan TNI 

juga melakukan Pemalakan kepada mobil pengangkut hasil kopi 

yang di bawa ke luar Bener Meriah yaitu ke Medan. Masyarakat 

sangat Menderita dalam konflik Aceh yang Panjang ini. (BPS 

Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka, 2005). 

 Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi 

Perundingan antara Pemerintah RI dan GAM, sehingga pada tanggal 

15 Agustus 2006 terjadilah perdamaian antara pihak Pemerintah RI 

dan GAM di luar Negeri yaitu Firlandia. Pada masa setelah konflik 

yaitu setelah di laksanakannya Pemekaran wilayah masyarakat 

Bener Meriah yang mata pencariannya di sektor perkebunan dan 

pertanian. Mulai beraktivitas membangkitkan perekonomiannya dari 

sektor pertanian dan perkebunan kopi yang telah dikembangkan 

sejak tahun 1908 ini tumbuh subur di Kabupaten Kabupaten Bener 

Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues. Ketiga daerah yang berada di 

ketinggian 1200 m dpl tersebut memiliki perkebunan kopi terluas di 
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Indonesia yaitu dengan luasan sekitar 94.800 hektar, Bener Meriah 

39.000 hektar 29.000 KK (BPS Kabupaten Bener Meriah Dalam 

Angka, 2007). 

 Perekonomian suatu daerah dapat dinyatakan berkembang 

apabila rata-rata pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan 

meningkat dalam jangka panjang. PDRB per kapita menunjukkan 

besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah. Perhitungan 

PDRB per kapita dapat dilakukan dengan membagi total PDRB 

terhhadap Jumlah penduduk. bila ditinjau dari PDRB atas dasar 

harga berlaku tumbuh sekitar 11,5% pertahun. Namun demikian, ada 

perlambatan pertumbuhan pada tahun 2010, dimana PDRB per 

kapita hanya tumbuh sekitar 6%. Peningkatan kembali terlihat pada 

tahun 2011, yaitu sekitar 9,05% pada tahun 2011.  PDRB per kapita 

atas dasar harga konstan tumbuh sekitar 1,65% per tahun. Nilai 

PDRB ini menunjukkan pertumbuhan Negatif pada tahun 2005. 

Nilai PDRB per kapita berdasarkan harga konstan pada tahun 2018 

adalah sekitar 4,17%. 

 Sama halnya dengan PDRB per kapita, pada tahun 2008 

berdasarkan harga berlaku, peningkatan pendapatan sebesar 15,73%  

yaitu sebesar 11,31 juta rupiah. Sepanjang periode tahun 2008 

hingga 2011, peningkatan pendapatan regional per kapita Bener 

Meriah terus terjadi. Pada tahun 2009, pendapatan regional per 

kapita Bener Meriah mencapai 13,02 juta rupiah atau meningkat 

sebesar 15,08%. Pada tahun 2010 pendapatan regional per kapita 
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tumbuh 5,65% dan pada tahun 2011 pertumbuhannya sebesar 9,37% 

atau senilai dengan 15,04 juta rupiah. 

 Kemudian bila dihitung berdasarkan harga konstan, 

pendapatan regional per kapita Bener Meriah mengalami kenaikan 

sebesar 2,91% di tahun 2008. Tahun 2010, pertumbuhan pendapatan 

regional per kapita mengalami penurunan sebesar -1,89% (5,86 juta 

rupiah). Namun demikian pada tahun 2011 pertumbuhan pendapatan 

regional per kapita penduduk Bener Meriah mengalami penurunan 

positif sebesar 2,75% yang setara dengan 6,12 juta rupiah 

dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Bener Meriah Dalam Angka). 

 Berdasarkan hasil penelitian dari Riani dan Pudjihardjo 

(2012) dimana hasil penelitiannya Kebijakan pemekaran daerah di 

Provinsi Papua hanya mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Papua. Arianti 

dan Cahyadinata (2016) dalam hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa dampak pemekaran wilayah terhadap kesenjangan ekonomi 

antar daerah pesisir di Provinsi Bengkulu lebih tinggi dibandingkan 

sebelum dilaksanakannya pemekaran wilayah. Penelitian yang 

dilakukan Amroni (2018) Hasil analisis memperlihatkan tidak ada 

perbedaan pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran. 

pengeluaran daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Kabupaten Lampung Barat,  jumlah penduduk tidak berpengaruh 

terhadap pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat, dan 

indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini penting 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi pertumbuhan 

pendapatan per kapita setelah dilakukannya pemekaran di 

Kabupaten Bener Meriah, penelitian ini mengambil judul “Dampak 

Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Per 

Kapita di Kabupaten Bener Meriah” 

1.2    Rumusan Masalah 

         Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan 

diatas maka rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti  adalah 

apakah terdapat  perbedaan laju pertumbuhan pendapatan per kapita 

Kabupaten Bener Meriah sebelum dan sesudah Pemekaran Wilayah?  

1.3    Tujuan Penelitian 

        Tujuan yang inggin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis laju pertumbuhan pendapatan 

per kapita Kabupaten Bener Meriah sebelum dan Sesudah 

Pemekaran Wilayah. 

1.4   Manfaat Penelitian 

        Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat teoritis: 

1. Menambah wawasan mengenai dampak pemekaran 

wilayah terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita di  

Kabupaten Bener Meriah. 

2. Memberikan bahan informasi ilmiah penelitian yang 

mengkaji otonomi daerah, pemekaran wilayah, dan 

pendapatan per kapita yang diharapkan dapat 
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memberikan kontribusi pemikiran mengenai persoalan 

pemerintah daerah. 

3. Memberikan tambahan bahan kajian atau literatur dalam 

ekonomi. 

b. Manfaat praktis 

1. Bagi peneliti: untuk menambah wawasan tentang 

dampak pemekaran wilayah, serta dapat 

mengaplikasikan teori-teori yang ada. 

2. Bagi akademik: sebagai sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi 

yang dilakukan pemerintah daerah terhadap daerahnya 

guna meningkatkan pendapatan perkapita wilayah 

khususnya. 

3. Bagi pemerintah: sebagai bahan pemikiran serta 

pertimbangan pemerintah terhadap masyarakat didaerah 

dalam mengeluarkan kebijakan pemekaran suatu 

wilayah. 

1.5     Sistematika Penelitian 

                Adapun sistematika pembahasan di dalam penelitian 

ini yaitu: 

Bab I pendahuluan: bab ini berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta 

sistematika penelitian. 
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Bab II landasan teori dan pengembangan hipotesis: 

memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan 

kerangka teori relevan dan terkait tema skripsi. 

Bab III metode penelitian: memuat secara rinci metode 

penelitian-penelitian yang digunakan peneliti berserta 

justifikasi/ alasannya, jenis penelitian, data dan teknik 

pemerolehannya, teknik pengumpulan data, skala 

pengukuran, uji validitas dan reliabilitas, variabel penelitian, 

metode analisis data, dan pengujian hipotesis. 

Bab IV hasil dan pembahasan: berisi hasil penelitian, 

klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan sifat 

penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. 

Pembahasan, sub bahasan tersendiri. 

Bab V penutup: bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran 

atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas 

seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan 

masalah penelitian.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1        Desentralisasi 

 Menurut Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 

ayat 7, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan 

oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Dengan demikian, wewenang pemerintahan 

tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah, 

sedangkan pemerintahan daerah hanya melaksanakan wewenang 

yang di berikan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, 

walaupun sebenarnya daerah sendiri diberikan kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata, dan 

tanggung jawab. 

Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif 

pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu 

negara agar daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat 

memajukan pembangunan nasional. Menurut Kaho dan Riwu 

(2005), tujuan desentralisasi adalah: 

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat 

pemerintahan. 

2. Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang 

membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu 

menunggu instruksi lagi dari pemerintahan pusat. 
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3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena 

setiap keputusan dapat segera dilaksanakan. 

4. Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan 

pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu. 

Khusunya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah 

menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus 

daerah. 

5. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari 

pemerintah pusat. 

6. Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan 

kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih 

langsung. 

Menurut Agusniar (2006) desentralisasi dapat memberi sisi 

positif: 

1. Bagi pemerintah pusat desentralisasi tentu akan menjadi 

jalan yang mengurangi beban pusat. 

2. Program atau rencana-rencana pembangunan yang hendak 

diwujudkan akan lebih realitis, lebih mengena dan lebih 

dekat dengan kebutuhan lokal. 

3. Memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk 

belajar mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan 

demikian belajar untuk bisa menangkap dan meru,uskan 

aspirasi masyarakat. 



20 
 

 
 

4. Dengan adanya pemberian kewenangan maka berarti akan 

membuka peluang bagi keterlibatan rakyat dalam 

mengontrol jalannya pemerintahan. 

    Di samping kebaikan di atas, desentralisasi juga mengandung 

kelemahan menurut Kaho dan Riwu (2005), antara lain: 

1. Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya 

yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh 

keseragaman/unformitas dan kesederhanaan. 

2. Karena besarnya organ-organ pemerintahan maka struktur 

pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit 

koordinasi. 

3. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam 

kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu. 

4. Khususnya mengenai desentralisasi teritorial, dapat 

mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau 

provinsialisme. 

5. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, 

karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. 

2.2.     Otonomi Daerah 

 Istilah otonomi berasal dari bahasa yunani yaitu autos, yang 

berarti sendiri dan nomos yang berarti peraturan. Oleh karena itu, 

secara harafiah otonomi berarti peraturan sendiri atau Undang-

undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan 

sendiri. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah adalah 

kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah 

otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Widjaja, 2002). 

 Undang-undang No 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa 

otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah 

otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud urusan pemerintah 

yaitu adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan 

Presiden yang pelaksanaanya dilakukan oleh Kementrian Negara 

dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Pergertian 

otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri. 

Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya, 

Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah 

dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan 

daerahnya sendiri (Ubaedillah, 2000). 

 Sjafrizal (2008) menyebutkan pada dasarnya ada tiga alasan 

pokok mengapa diperlukannya otonomi daerah yaitu: 

a. Local accountability, yaitu meningkatkan kemampuan dan 

tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak 
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dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini penting artinya 

dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. 

b. Local responsiveness, yaitu meningkatkan tangung jawab 

pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial 

ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting 

bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan sosial di daerah. 

c. Political equality, yaitu guna meningkatkan partisipasi 

politik dan masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting 

artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam 

pengolahan negara. 

 Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang 

diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan 

daerah, di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antar 

daerah di Indonesia. Pembangunan daerah tak akan datang dan 

terjadi begitu saja. Pembangunan daerah-daerah baru akan berjalan 

kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi antara lain: fasilitas, 

pemerintah daerah harus kreatif, politik local yang stabil, pemerintah 

daerah harus komunikatif dengan lembaga swadaya masyarakat 

(LSM/NGO), terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan 

hidup (Hidayat dan Azra, 2008). 

 Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang 

lingkup interaksinya yang utama : politik, ekonomi, serta sosial dan 

budaya (Azra, 2000). Berdasarkan visi ini, maka konsep otonomi 



23 
 

 
 

daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 

dan UU No. 25 Tahun 1999, merangkum hal-hal berikut ini: 

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan 

dalam hubungan domestik keapada daerah. 

2. Penguat peran Dewan Peradilan Rakyat Daerah (DPRD) 

sebagai repsentasi rakyat lokal dalam pemilihan dan 

penetapan kepala daerah. 

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur 

berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi 

pula. 

4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan ekssekutif. 

5. Peningkatkan efisiensi administrasi keuangan daerah. 

6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, 

pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi 

upaya pemberdayaan masyarakat. 

    Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia bersifat luas, 

nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa 

justru berada pada pemerintah pusat. Disebut nyata karena 

kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang perlukan 

tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah dan disebut 

bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus 

diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu 

peningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang 

semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan 

pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat 
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dan daerah dan antar daerah (Adisubrata, 1999). Dengan otonomi ini 

terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung 

membangun kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang 

bersangkutan dalam berbagai bidang. 

Adapun dampak-dampak otonomi daerah menurut Khalid 

(2012) yaitu sebagai berikut: 

1. Dampak Sosial Kultural. 

 Dari demensi sosial, politik dan kultural, baik dikatakan 

bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa impikasi positif, 

seperti pengakuan sosial, politik dan kultur terhadap masyarakat 

daerah. Melalui kebijakkan pemekaran, sebuah entitas masyarakat 

yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, 

kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai 

daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan konstribusi positif 

terhadap keputusan masyarakat, dukungan daerah terhadap 

pemerintahan nasional, serta manajemen konflik antar kelompok 

atau golongan dalam masyarakat. 

2. Dampak pada Pertahanan, Keamanan dan Integrasi Nasional. 

Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) bagi beberapa 

masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan 

dengan negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting. 

Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan 

merasakan kehadiran Indonesia, baik dalam bentuk simbol 

pemerintahan, politik, birokrasi dan bahkan kantor pemerintahan. 

3. Dampak pada Pelayanan Publik 
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 Dari demensi pelayanan publik, pemekaran daerah 

memperpendek jarak geografis antara permukiman penduduk 

dengan setra pelayanan, terutama ibu kota pemerintahan daerah. 

Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintahan 

daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara 

pemerintahan daerah dengan unit pemerintahan dibawahnya. 

Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis 

pelayanan baru seperti pelayanan listrik, telpon, serta fasilitas urban 

lainnya, terutama diwilayah ibukota daerah pemekaran. Dapat 

dikatakan bahwa pemekaran wilayah dipandang sebagai terobosan 

untuk mempercepat pelayanan publik yang baik bagi masyarakat. 

4. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi 

 Pasca terbentuknya DOB (Daerah Otonomi Baru) terdapat 

peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi wilayah 

yang baru diberi status sebagai daerah otonomi dengan pemerintahan 

sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintah yang terbangun, 

tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya seperti infrastruktur 

jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran 

pemerintahan dengan daerah otonomi baru juga memungkinkan 

lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonomi baru. Semua 

infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah 

hasil pemekaran untuk mengaklerasi pembangunan ekonomi. Maka 

dapat dikatakan kebijakan pembangunan ekonomi dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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2.3     Konsep Pemekaran Wilayah 

          Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu 

kesatuan yang di bagi atau dipisah menjadi beberapa bagian yang 

berdiri sendiri. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran 

adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang 

utuh kemudian dibagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri 

(Poerwardarminata, 2008). 

 Pemekaran wilayah merupakan sebuah pembentukkan 

daerah baru, baik berbentuk Provinsi, Kabupaten ataupun Kota. 

Pembentukan daerah baru ini diatur dalam Undang-undang Nomor 

32/2004 tentang pemerintah daerah. Sesuai dengan peraturan 

pemerintah nomor 129/2000 dalam bab II pasal 2 disebutkan tujuan 

pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui: (I) peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

(II) percepatan pertumbuhan ekonomi; (III) percepatan pelaksanaan 

pembangunan perekonomian daerah; (IV) percepatan pengelolaan 

potensi daerah; (V) peningkatan keamanan dan ketertiban; dan (VI) 

peningkata hubungan yang serasi antar pusat dan daerah. 

 Berdasarkan Undang–undang nomor 32/2004, jenis 

pemekaran daerah ada tiga, yaitu pemekaran Provinsi, Kabupaten, 

dan Kota. Provinsi merupakan wilayah administratif di bawah 

wilayah nasional dan Provinsi dipimpin oleh seorang Gebernur. 

Kabupaten dan Kota merupakan wilayah administratif yang berada 

dibawah provinsi dan Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati, 
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sementara kota dipimpin oleh seorang Walikota. Dahulu sebelum 

disahkannya Undang-undang nomor 22/1999 kabupaten dikenal 

dengan nama daerah tingkat II Kabupaten, sementara Kota di kenal 

dengan nama daerah tingkat II Kotamadya. Semenjak disahkannya 

undang-undang tersebut, Kabupaten dan Kota menjadi daerah 

otonom yang di beri wewenang untuk mengatur sendiri urusan 

pemerintahnya. Pemekara n wilayah di pandang sebagai sebuah 

terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan 

kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. 

Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan 

pembangunan. 

 Menurut Santoso (2012) terdapat beberapa alasan mengapa 

pemekaran daerah menjadi pendekatan yang diminati dalam 

kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu: 

pertama, keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih 

baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan 

pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan 

lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan 

dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan 

cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Kedua, mempercepat 

pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan 

kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. 
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Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan 

memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi 

daerah baru. Ketiga, penyerapan tenaga kerja secara luas di sektor 

pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan 

pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini karena berbagai peluang 

ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih 

tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran daerah. 

 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 

tentang persyaratan pembentukkan dan kriteria pemekara, 

penghapusan dan pengabunggan daerah, padapasal 2 menyebutkan 

bahwa pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui: 

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat 

2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 

3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah 

4. Peningkatan pengelolaan potensi daerah 

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban  

6. Peningkatkan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah 

 Berdasarkan hasil penelitian dalam Sayori dan Nelson (2009) 

Pemekaran wilayah daerah memberikan beberapa manfaat bagi 

daerah baru dan masyarakat lokal, yang dikelompokkan dalam 5 

manfaat yaitu: 

1. Peningkatan pelayanan pemerintah daerah terhadap 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena jangkauan wilayah 

pelayanan akan semakin kecil dibandingkan dengan sebelum 
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daerah tersebut dimekarkan. Pemekaran memungkinkan 

pemerintah daerah menambah membangun fasilitas-fasilitas 

pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan, 

yang tersebar lebih meluas di wilayah pedesaan dimana 

sebelum pemekaran hanya terkosentrasi di pusat-pusat 

kecamatan. 

2. Kemungkinan pengelolaan sumber daya alam dengan 

prinsip-prinsip kearifan lokal dan berkelanjutan. 

Konsekuensi pemekaran wilayah antara lain, luas wilayah 

akan semakin berkurang sehingga sumber daya alam yang 

dimiliki daerah akan semakin mudah dikontrol dan dikelola 

oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah. 

3. Partisipasi masyarakat dalam rasa memiliki dapat semakin 

meningkat. Adanya pemekaran wilayah dapat memberikan 

ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal secara lngsung 

dan aktif dalam proses perencanan, pelaksanaan 

pembangunan dan menikmati hasil perencanan dan 

pembangunan daerah, akan menciptakan rasa memiliki 

(sense of belonging) terhadap hasil-hasil pembangunan yang 

telah dicapai serta mendorong masyarakat lokal untuk serta 

secara aktif dalam merawat dan memelihara fasilitas-fasilitas 

serta infrastruktur yang telah dibangun secara bersama-sama 

antara masyarakat dan pemerintah daerah. 

4. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya alam 

kemungkinan akan meningkat. Karena masyarakat ikut 
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berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, maka hasil-

hasil pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan 

jumlah penerimaan oleh pemerintah daerah serta 

mempermudah alokasi-alokasi penggunaan dana untuk 

kepentingan publik sehingga hasil-hasil pengelolaan sumber 

daya alam diharapkan akan digunakan untuk membangun 

infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum serta pelayanan 

publik akan semakin ditingkatkan dan semakin baik. 

5. Kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dapat terwujud. 

Hal ini lebih realistik terjadi kepada masyarakat lokal sebab 

sebagian terbesar kewenangan pemerintah telah diserahkan 

oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Kabupaten 

dan kota). Demikian juga untuk pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya alam, pajak daerah, retribusi dan 

bagi hasil pajak sumber daya alam, minyak dan gas 

sepenuhnya diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. 

 Menurut Saefulhakim dalam Laim (2010) pemekaran 

wilayah harus dilandaskan pada landasan logika pembangunan agar 

mampu: 

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

memberikan kewenangan lebih kepada masyarakat lokal 

untuk mengolah potensi sumber daya wilayah secara arif dan 

bijaksana. 

2. Partisipasi dan rasa memiliki masyarakat meningkat. 

3. Efisiensi, produktiviitas serta pemeliharaan kelestariannya. 
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4. Akumulasi nilai tambah secara lokal dan kesejahteraan yang 

berkeadilan lebih tercipta, sehingga ketahanan nasional 

makin kuat.  

 Dalam konteks pemekaran daerah atau wilayah tersebut yang 

lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonomi baru, bahwa 

daerah otonomi tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang 

yang besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan 

dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber 

daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada dearah 

otonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan 

masyarakat setempat yang lebih baik. 

 Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonomi seperti 

yang disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya otonomi 

daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan 

pembentukkan wilayah atau daerah otonomi, seperti dalam pasal 18 

UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembangian daerah 

indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang Daerah 

Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi 

akan dibagi dalam daerah Kabupaten dan daerah kota untuk 

mendukung otonomi daerah, pemerintah telah mempersiapkan UU 

nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dalam bab II 

pasal 4-8 menyatakan bahwa pembentukkan daerah dan kawasan 

khusus. Persoalan sekarang adalah dengan mempertanyakan urgensi 

pembentukkan pemekaran wilayah, dan pada saat bersamaan dengan 
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pertimbangan bahwa penting atau tidak pentingnya pemekaran 

wilayah atau daerah adalah dengan melihat kembali bahwa ternyata 

pemekaran itu sendiri merupakan peluang yang oleh masyarakat 

daerah merupakan “hasil diambil” karena didukung oleh undang-

undang. Pada saat itu juga mendapat dukungan secara politik yakni 

dengan adanyan pergerakan etnisitas masyarakat lokal (Kaloh, 

2007). 

 Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah 

sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup dinikmati dalam 

kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 

peningkatan pelayanan publik Menurut Amroni (2019) yaitu: 

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat 

melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah 

berbasiskan potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah 

baru otonom, maka akan memberikan peluang untuk 

menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama 

ini tidak tergali. 

2. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih 

baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. 

Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan yang baru 

diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang 

lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui 

pemerintah daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan 

yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan 
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daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan 

publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia. 

3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas disektor 

pemerintahan dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan 

pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat 

dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, 

karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal 

maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak 

ikutan pemekaran. 

 Menurut Darmawan, dkk (2008) pemekaran wilayah 

berimplikasi pada segala aspek kehidupan. Dampak-dampak 

pemekaran wilayah meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Dampak Pada Pelayanan Pubik  

      Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah 

memperpendek jarak geografis antara permukiman penduduk 

dengan sentra pelayanan, terutama ibu kota pemerintahan daerah. 

Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah 

daerah dengan pemerintahan dibawahnya. Pemekaran juga 

memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, 

seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, 

terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran. 

 Pemekaran juga dapat menimbulkan implikasi negatif bagi 

pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan 

alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini 

disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur 
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pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan 

sejalan dengan pembentukkan DPRD dan birokrasi di daerah hasil 

pemekaran. Namun, kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, 

pemekaran bisa jadi tetap menguntungkan, karena daerah hasil 

pemekaran akan memperoleh alokasi DAU (Dana Alokasi Umum) 

dalam posisi sebagai daerah otonom baru. 

2. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi 

 Pasca terbentuknya DOB (Daerah Otonomi Baru) terdapat 

peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi wilayah 

yang baru di beri status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan 

sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, 

tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti 

infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain 

itu, kehadiran pemerintah daerah otonom baru juga memungkinkan 

lahirnya infrastruktur kebijakkan pembangunan ekonomi yang 

dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua 

infrastruktur ini membuka  peluang yang lebih besar bagi wilayah 

hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi. 

 Namun kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus 

dibayar dengan ongkos yang mahal, terutama anggaran yang 

dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja 

pengawai dan belanja operasional pemerintah daerah lainnya. Dari 

sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir apabila akselerasi 

pembangunan ekonomi daerah bisa dilakukan tanpa menghadirkan 

pemerintah daerah otonom baru melalui kebijakkan pemekaran 
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daerah. Melalui kebijakan pemekaran daerah. Melalui kebijakan 

pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau seluruh wilayah, 

akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk 

dilakukan dengan harga yang murah. Namun, dalam perspektif 

masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang menyakinkan 

bahwa pemerintah nasional akan melakukan tanpa kehadiran 

pemerintah daerah otonom. 

1. Dampak Sosial Kultural 

  Dari demensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan 

bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, 

seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat 

daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat 

yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, 

kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai 

daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif 

terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap 

pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau 

golongan dalam masyarakat. 

 Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu 

konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada 

gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam 

masyarakat. sengketa antara pemerintah daerah induk dengan 

pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas 

wilayah, juga sering berimplikasi pada ketengangan antar 

masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. 
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2.4. Pendapatan Per Kapita 

       Kuncoro (2004) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata produk suatu 

negara pada waktu tertentu. Nilainya diperoleh dan membagi 

pendapatan nasional bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah 

produk pada tahun tersebut. sehingga taraf hidup masyarakat atau 

individu ditinjau dari sudut pandang ekonomi yang ditentukan oleh 

tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. 

Ukuran kesejahteraan penduduk suatu negara biasanya didasarkan 

atas besarnya jumlah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita 

merupakan bentuk rata-rata yang diperoleh dari pembangian jumlah 

produk nasional bruto oleh jumlah keseluruhan penduduk. semakin 

besar nilai pendapatan per kapita, diasumsikan bahwa anggota 

masyarakat suatu negara makin sejahtera dan pembangunan 

perekonomian dinilai makin berhasil. 

  Pendapatan per kapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk 

suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai 

produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu 

perekonomian di dalam masa satu tahun. Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) merupakan ukuran yang sifatnya global dan 

merupakan ukuran alat ukur pertumbuhan ekonomi yang kurang 

tepat, karena belum dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk 

yang sesungguhnya, padahal sesungguhnya kesejahteraan harus 

dinikmati oleh setiap penduduk di negara atau daerah yang 

bersangkutan (Suartha dan Yasa, 2017). 
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 Sukirno (2006) menyatakan bahwa salah satu komponen dari 

pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah 

pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu 

masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai Produk 

Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto suatu tahun tertentu 

dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. dengan demikian 

pendapatan perkapita dapat dihitung menggunakan salah satu 

formula berikut: 

a. 𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =
PDRB

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
 

b. 𝑃𝑁𝐵 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =
PNB

Jumlah Penduduk
 

Keterangan : PDRB : Produk Domestik Regional Bruto 

           PNB   : Produk Nasional Bruto 

 Menurut Hasriani (2016)  Manfaat yang diperoleh dari 

menghitung pendapatan per kapita yaitu: 

1. Dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu negara, jika 

pendapatan per kapita tinggi berarti perekonomian sudah 

maju, demikian pula sebaliknya. 

2. Dapat melihat perkembangan perekonomian dan 

kemakmuran suatu negara, dengan cara membandingkan 

besarnya pendapatan per kapita dari tahun ketahun. 

3. Dapat membandingkan tingkat kemakmuran (standar hidup) 

antar negara, apakah tergolong kelompok rendah, menengah 

atau tinggi. 
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 Pendapatan per kapita yang merupakan salah satu prestasi 

ekonomi sangat erat kaitannya dengan pertambahan penduduk. 

sehingga apabila pertambahan pendapatan nasional lebih besar dari 

pada pertambahan penduduk maka tingkat pendapatan per kapita 

penduduk meningkat. Sebaliknya apabila pertambahan pendapatan 

nasional lebih kecil dari pertambahan penduduk maka tingkat 

pendapatan per kapita menurun. Untuk mempertahankan tingkat per 

kapita relatif perlu dicapai tingkat pertambahan nasional yang sama 

dengan tingkat pertambahan penduduk. Pendapatan nasional dan 

pendapatan per kapita itu sendiri akan naik apabila produktivitas per 

kapita mengalami kenaikan. Untuk menaikan produktivitas per 

kapita berarti harus ada perubahan-perubahan dalam perekonomian 

misalnya perubahan struktur ekonomi, teknik produksi, struktur 

produksi dan masyarakat statis berkembang menjadi masyarakat 

dinamis. Dengan demikain, hal ini dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat ddan mempercepat prooses pertumbuhan ekonomi 

(Murniati,2017). 

 Adapun menurut Sofyan (2011) faktor-faktor yang 

menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita pada Negara yang 

sedang berkembang adalah: 

1. Keterampilan dan kecakapan yang rendah, sehingga 

kekurangan tenaga ahli 

2. Kekurangan akan sumber daya alam 

3. Tingkat pendidikan rendah sehingga pengetahuannya sedikit 

4. Sikap yang tidak mau berproduksi 
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5. Pendapatan nasional yang rendah 

6. Kemalasan dan ketidak displinan rendah 

7. Modal yang dimiliki terlalu sedikit 

 Menurut Lariky (2012) upaya meningkatkan pendapatan per 

kapita yaitu sebagai berikut: 

a. Laju Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan agar 

pendapatan meningkat. 

b. Laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. 

Pemerintah menyadari keterbatasan dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan 

pendapatan nasional perlu diimbangi denagn usaha menekan 

kenaikan jumlah pemduduk, diharapkan kenaikan jumlah 

penduduk tidak melebihi kenaikan pendapatan nasional. 

Dengan demikian setiap kenaikan pendapatan nasional akan 

memperbaiki tingkat pendapatan per kapita. Jadi jelas bahwa 

usaha meningkatkan pendapatan nasional tidak berdiri 

sendiri. Agar dapat memberikan perbaikan dalam hal 

pendapatan per kapita, usaha meningkatkan pendapatan 

nasional harus diimbangi dengan pengendalian jumlah 

penduduk. apabila tidak usaha meningkatkan pendapatan 

nasional untuk memperbaiki pendapatan per kapita akan sia-

sia. 

c. Meningkatkan sumber daya manusia juga bukan hal yang 

mudah. Dana yang diperlukan untuk itu sangat besar, 

misalnya untuk pendidikan, latihan, dan peningkatan 
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kesehatan. Besarnya dana yang terserap itu berarti 

mengurangi kemampuan Negara untuk menyediakan modal 

yang dapat menambah produksi. 

 Adapun hubungan dampak pemekaran wilayah dengan 

pendapatan perkapita ialah pendapatan per kapita adalah pendapatan 

rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu yang 

biasanya satu tahun. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang 

positif dari tahun ke tahun menjadi indikator laju pertumbuhan 

ekonomi, dimana peningkatan pendapatan akan meningkatkan tarif 

kesejateraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut 

masyarakat akan membelanjakan pendapatan yang diterima di 

sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda 

perekonomian di daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian akan 

memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah dalam bentuk 

setoran pajak antara lain: (pajak hotel, dan restoran, pajak hiburan, 

pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan, pajak 

reklame, bea balik nama) dan retribusi (antara lain: retribusi ijin 

usaha/HO, retribusi kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi sampah, 

retribusi IMB, retribusi APAR) yang akan digunakan daerah untuk 

membiayai pembanguan sarana dan prasaranan umum dan 

melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. kemampuan daerah 

untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri 

menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk 

keberhasilan otonomi daerah (Murniati, 2017). Dapat dikatakan 
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bahwa peningkatkan perekonomian merupakan hal yang utama yang 

memicu tingginya PDRB Per kapita. 

2.5     Jumlah Penduduk 

          Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi 

dua golongan, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang 

termasuk tenaga kerja ialah angkatan kerja atau penduduk dalam 

usia kerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan namun untuk 

sementara sedang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan 

dan bukan angkatan kerja. Tenaga kerja (manpower) adalah 

penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah 

seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi 

barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika 

mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Dumairy, 1996). 

 Penduduk termasuk bagian penting dalam perekonomian 

karena penduduk sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan 

menyediakan tenaga kerja (Todaro dan Smith (2006). Pertumbuhan 

penduduk angkatan kerja dianggap sebagai faktor yang memacu 

pertumbuhan ekonomi karena jumlah tenaga kerja yang lebih besar 

akan meningkatkan luasnya pasar domestik. Namun patut 

dipertanyakan apakah cepatnya pertumbuhan penawaran tenaga 

kerja akan memberikan efek positif atau negatif terhadap 

perkembanagn ekonomi. Hal ini tergantung sepenuhnya pada 

kemampuan sistem perekonomian untuk menyerap secara produktif 

memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut. 
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 Sukirno (2006), mengatakan terdapat dua ciri penting dari 

sifat penduduk di Negara-negara berkembang yang menimbulkan 

efek buruk kepada usaha pembangunan yaitu yang pertama: 

dibeberapa Negara jumlah penduduknya relatif besar dan yang 

kedua: tingkat perkemabngan penduduk sangat cepat. Disatu pihak 

Negara-negara tersebut memiliki sumber-sumber dan kemampuan 

yang terbatas dalam melakukan pembangunan ekonomi, namun 

dilain pihak, mereka harus mewujudkan kesempatan kerja dan 

berusaha menaikan kemakmuran untuk sebagian besar penduduk 

dunia yang bertambah. 

 Selanjutnya Suryana (2012) mengatakan pertambahan 

penduduk yang sangat cepat makin menambah kerumitan dalam 

usaha-usaha pembangunan di Negara-negara yang sedang 

berkembang. Karena di satu pihak pertumbuhan pendudukan yang 

cepat akan menambah jumlah tenaga kerja, namun dilain pihak 

Negara-negara tersebut mempunyai kemampuan yang sangat 

terbatas untuk menciptakan kesempatan kerja sehingga timbul 

masalah pengangguran yang sangat serius dan masalah urbanisasi. 

 Menurut Todaro (2006) pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap 

sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan 

ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan 

menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk 

yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. 

Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju 
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pertumbuhan yang cepat benar-benar akan memberikan dampak 

positif atau negatif dari pembangunan ekonomi. 

 Pendapatan per kapita merupakan salah satu tolak ukur 

kesejahteraan dari suatu daerah. Daerah yang memiliki nilai 

pendapatan yang tinggi belum tentu lebih sejahtera bila 

dibandingkan dengan daerah yang berpendapatan rendah karena 

dikarenakan jumlah penduduk menentukan tingkat kesejahteraan 

dari daerah tersebut. maka dari itu, meski suatu daerah memiliki 

pendapatan yang tinggi namun jumlah penduduknya sangat banyak 

maka belum tentu daerah tersebut tergolong sebagai kelompok 

daerah sejahtera (Handayani dan Novi, 2016). 

2.6. Penelitian Terdahulu 

        Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis 

dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya 

teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. 

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan  penelitian 

dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi 

dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang 

dilakukan penulis. 
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Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. Aunies 

(2015) 

Analisis 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Kabupaten 

Aceh Tengah 

Sebelum dan 

Sesudah 

Pemekaran 

Penelitian 

Kuantitatif 

Tidak terdapat 

perbedaan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Kabupaten Aceh 

Tengah sebelum 

dan sesudah 

pemekaran. Hal 

imi menunjukkan 

bahwa pemekaran 

wilayah belum 

mampu 

meningkatkan 

pertumbuhan 

ekonomi 

Kabupaten Aceh 

Tengah. 

 

Tabel 2.1 – Lanjutan 

2. Dhien 

(2015) 

Dampak 

Pemekaran 

Terhadap 

Pembangunan 

kualitatif 

deskriptif 

Pemekaran yang 

terjadi selama 17 

tahun belum mampu 

sepenuhnya 
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Infrastruktur 

Kecamatan Cot 

Girek 

Kabupaten Aceh 

Utara 

meningkatkan 

pemerataan 

pembangunan 

infrastruktur 

Kecamatan Cok 

Girek. Tidak 

terwujudnya 

pemerataan 

infrastruktur di 

Kecamatan Cot Girek 

pasca pemekaran 

disebabkan oleh 

kurangnya kapabilitas 

sistem politik yang 

ada dalam merespon 

tuntunan masyarakat 

setempat. 

3. Arianti 

dan 

Cahyadin

ata (2016) 

Kajian Dampak 

Pemekaran 

Wilayah 

Terhadap  

Kuantitati

f 

Deskriptif 

Setelah Pemekaran 

wilayah tingkat 

kesenjangan ekonomi 

antar daerah pesisir 
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Tabel 2.1 – Lanjutan 

  Kesenjangan   pesisir di Provinsi 

Bengkulu lebih 

tinggi dengan nilai 

rata-rata Indeks 

Wiliamson (IW) 

0,43 dibandingkan 

dengan sebelum 

pemekaran wilayah 

yang memiliki nilai 

rata-rata Indeks 

Wiliamson (IW) 

0,22. 

4. Sandika 

(2017) 

Dampak 

Pemekaran 

Terhadap 

Kualitas 

Pelayanan 

Publik Di 

Kecamatan 

Lembah Sabil 

Kabupaten 

Aceh Barat 

Daya 

Metode 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Pemekaran 

Kecamatan 

Lembah belum 

mampu 

memberikan 

pelayanan yang 

optimal kepada 

masyarakat. 

Sumber : Olahan penulis (2019) 
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2.7       Kerangka Pemikiran 

 Sebagaimana teori yang dikemukan di atas, pemekaran 

wilayah akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan 

hidup masyarakat melalui kenaikan pendapatan per kapita sebagai 

salah satunya. Keberhasilan dari suatu pemekaran wilayah secara 

umum ditandai dengan terciptanya kondisi yang lebih baik setelah 

pemekaran dibanding sebelum pemekaran. Konsep teori tersebut 

dapat digambarkan dalam skema berikut: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Kerangka Pemikiran 

           Keberhasilan dari suatu pemekaran wilayah secara umum 

ditandai dengan terciptaya kondisi yang lebih baik setelah 

pemekaran dibanding sebelum pemekaran. Tidak hanya pada 

Kabupaten hasil pemekaran namun juga pada Kabupaten asal yang 

Dampak Pemekaran 

Wilayah 

Sebelum Pemekaran Sesudah Pemekaran 

Pendapatan Perkapita Pendapatan Perkapita 
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dimekarkan (wilayah induk). Dari pemikiran tersebut, penelitian ini 

ingin menganalisis keadaan pendapatan per kapita, setelah 

pemekaran Kabupaten Bener Meriah tentu akan menimbulkan 

dampak dari pemekaran tersebut, adapun dampak yang ditimbulkan 

adalah pendapatan per kapita. Dari aspek tersebut tentunya 

diharapkan adanya peningkatan pendapatan per kapita dan 

menurunkan jumlah penduduk miskin.  

2.8.     Pengembangan Hipotesis 

 Nazir (2005) menyatakan bahwa hipotesis tidak lain dari 

jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, yang 

kebenarannya harus diuji secara empiris. Menurutnya, hipotesis 

menyatakan hubungan apa yang kita carai atau yang ingin kita 

pelajari. Jadi dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah pernyataan 

yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran 

sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan 

dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. 

 Adapun hipotesis di dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Diduga terdapat dampak Pemekaran wilayah terhadap   

pendapatan perkapita di Kabupaten Bener Meriah. 

H0 :  Diduga tidak terdapat dampak pemekaran yang signifikan 

terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Bener Meriah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1     Jenis Penelitian 

          Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode 

kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengunpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiono, 2014). Data kuantitatif terdiri dari Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bener Meriah, jenis 

data yang digunakan yaitu time series selama kurun waktu empat 

belas tahun yaitu tahun 1990-2003 dan tahun 2005-2018. 

3.2     Data dan Teknik Pemerolehannya 

 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan 

data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang secara 

sepintas lebih mudah untuk diketahui maupun dibandingkan satu 

dengan yang lainnya. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. 

Data sekunder yaitu sumber yang didapat secara tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang 

lain atau dokumen. 

 Dengan kata lain, data sekunder didapat dari dokumen-

dokumen atai penelitian terdahulu yang datanya sudah tersusun 

(Sugiono, 2016). Data sekunder yang digunakan bersumber dari, 
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dari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat 

Statistik). Jenis data yang digunakan adalah data Time Series  dan 

Data akan dibagi menjadi dua bagian yaitu data sebelum dan data 

sesudah pelaksanaan pemekaran. Data sebelum pemekaran adalah 

data pendapatan per kapita Tahun 1990-2003. Sedangkan data 

sesudah pelaksanaan pemekaran adalah data yang sama dari tahun 

2005-2018. 

3.3    Teknik Pengumpulan Data 

         Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah 

dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui dokumen 

yang digunakan berupa catatan harian, koran, dan refensi lainnya. 

Penulis dalam membuat proposal skripsi ini melakukan 

pengumpulan data dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu melalui 

pengumpulan beberapa data penting seperti jurnal, artikel yang telah 

dipublikasikan (Sugiono, 2014). Tahap kedua yaitu dengan 

menggunakan data –data sekunder yang diperlukan dalam analisis 

penelitian. Sumber data yang diperoleh dari data yang 

dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), serta sumber-

sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dan melalui 

media cetak. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini 

dengan mencatat langsung, mengcopy dan mendowload dari sumber 

website yang bersangkutan. 
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3.4      Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : 

objek/subjek yang mempunyai kaulitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di 

tarik kesimpulannya (Sugiono, 2016). Populasi yang diambil dalam 

penelitan ini adalah data yang dikumpulkan dan diambil melalui data 

BPS Provinsi Aceh dan BPS Kabupaten Bener Meriah dalam Angka 

berdasarkan jangka waktu yaitu PDRB Per Kapita Kabupaten Bener 

Meriah. 

3.5      Sampel 

 Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yamg 

dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian (Sujarweni, 

2015). Dalam hal ini penulis menggunakan 14 tahun terakhir yaitu 

tahun 1990-2003 dan 2005-2018. 

 Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel 

penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik yang 

menentukan sampel dalam pertimbangan atau kriteria tertentu 

(Arikunto, 2013). Kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu 

PDRB per kapita kabupaten Bener Meriah. 

3.6      Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian di tarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2014). Sesuai dengan judul penelitian ini 

yaitu Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan 
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Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Bener Meriah maka penulis 

mengelompokkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). 

1. Variabel bebas ( independent variable) 

 Variabel bebas (X) variabel ini sering disebut variabel 

Stimulus, Predictor, abtecedent. Dalam bahasa indonesia sering 

disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiono,2014). Dalam 

penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah Dampak 

Pemekaran. 

2. Variabel terikat (dependent variabel) 

Variabel terikat adalah yang dipengaruhi atau yang yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2014). 

Dalam penelitian ini variabel dependent yang diteliti adalah 

pendapatan per kapita. 

3.7     Definisi Operasional Variabel 

 Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara 

tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur 

(mengoperasikan) construct menjadi variabel yang dapat dituju. 

Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah kontruk (construct) 

atau sifat yang akan dipelajari (Arikunto, 2013). Sehingga 

memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi 

(pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba 
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mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Laju pertumbuhan pendapatan per kapita sebelum 

pemekaran adalah laju pertumbuhan pendapatan per kapita 

sebelum pemekaran Kabupaten Bener Meriah berdasarkan 

harga konstan dari tahun 1990-2003 yang dihitung dalam 

persentase. 

2. Laju pertumbuhan pendapatan per kapita setelah pemekaran 

adalah pertumbuhan pendapatan per kapita setelah 

pemekaran Kabupaten  Bener Meriah berdasarkan harga 

konstan dari tahun 2005-2016 yang dihitung dalam 

persentase. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Indikator Skala 

Pengukuran 

Pemekaran 

Wilayah 

Pemekaran wilayah 

merupakan suatu proses 

pembangian wilayah 

menjadi lebih dari suatu 

wilaya, dengan tujuan 

meningkatkan 

pelayanan dan 

mempercepat 

pembangunan (Effendy, 

2008) 

Menstimulus 

pertumbuhan 

ekonomi 

Skala 

Deskriptif 
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Tabel 3.1 – Lanjutan 

Pendapatan 

Per Kapita 

Pendapatan per kapita 

(Percapita income/PCI) 

adalah pendapatan rata-

rata untuk masing-

masing penduduk dalam 

suatu negara selama satu 

periode yang biasanya 

satu tahun (Murniati, 

2017). 

Meningkatkan 

Taraf  

Kesejahteraan 

Skala Rasio 

Sumber : Olahan Penulis (2019) 

3.8       Metode Analisis Data 

  Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses 

pengujian dan setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data 

peneliti (Sugiono, 2014). Metode analisis data dalam penelitiam ini  

dilakukan dengan bantuan software aplikasi statistik, yaitu SPSS 

(Statistical Package of Social Science) Versi 25. 

1. Statistik Deskriptif 

           Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif adalah 

penyajian data melalui tabel, grafik,diagram lingkaran, pictogram, 

perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendesi sentral), 
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perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan standar deviasi (Sugiono,2011). 

2. Uji Normalitas 

           Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi 

data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan 

sebaiknya digunakan sebelum data diolah berdasarkan model-model 

penelitian. Metode yang layak dan baik digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode Kolmogrov-Smirnov untuk mengetahui normal 

atau tidaknya data yang digunakan. Uji Kolmogrov-Smirnov adalah 

uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal 

baku. Dengan pengambilan keputusan: 

Jika Sig> 0,05 maka data berdistribusi normal 

Jika Sig< 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

3.9 Pengujian Hipotesis (Uji Beda Paired Sample Test) 

 Paired Sample T-Test adalah jenis uji statistika yang 

bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling 

berpapasan atau saling berkaitan. Pergertian lain menyebutkan 

bahwa Paired Sample t-test merupakan uji t dimana sampel yang 

digunakan saling berhubungan antara satu sampel dengan sampel 

yang lain (Sugiono, 2011). 

 Sampel berpasangan diartikan sebagai sebuah sampel 

dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau 

pengukuran yang berbeda seperti subjek A mendapat perlakuan I, 

kemudian perlakuan II. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk 
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mengkaji perbedaan rata-rata antara sampel-sampel yang 

berpasangan. 

  Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau 

menolak Ho pada uji ini adalah: 

- Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat 

perbedaan yang signifikansi antara pendapatan per 

kapita di Kabupaten Bener Meriah sebelum dan 

sesudah pemekaran wilayah. 

- Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05  maka terdapat 

perbedaan yang signifikansi antara pendapatan per 

kapita Kabupaten Bener Meriah sebelum dan sesudah 

pemekaran. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1      Kondisi Topografi dan Kependudukan Kabupaten  

Bener Meriah 

4.1.1    Geografis dan Administrasi Wilayah 

   Kabupaten Bener Meriah terletak antara 4°33′50′′ −

 97°17′50′′ Lintang Utara dan 97°17′75′′ - 97°17′50′′ Bujur 

Timur,Kabupaten Bener Meriah adalah Kabupaten dengan ibukota 

Simpang Tiga. Letaknya berbatasan dengan Kabupaten Aceh 

Tengah di sebelah selatan dan barat, sedangkan di bagian utara 

berbatasan dengan Kabupaten Bireuen dan disebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten Bener 

Meriah terdiri dari 10 kecamatan, 27 kemukiman dan 233 desa. 

Sepuluh kecamatan itu meliputi Pintu Rime Gayo, Timang Gajah, 

Gajah Putih, Wih Pesam, Bukit, Bener Kelipah, Bandar, Permata, 

Mesidah, dan Syiah Utama. Selain etnis gayo 90 persen, Kabupaten 

Aceh Selatan merupakan wilayah yang banyak didiami oleh 

masyarakat Jawa, Aceh, dan Padang. Mereka merupakan perantau 

yang telah bermukim disana sejak abad ke-16. Bahasa gayo masih 

digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sebagian besar masyarakat 

di sana juga menggunakan bahasa Jawa adan Aceh. 

 Kabupaten Bener Meriah merupakan salah satu penghasil 

pertanian yang sangat penting di Provinsi Aceh, hal ini tidak terlepas 

dari topografi Bener Meriah yang sangat mendukung sebagai daerah 

pertanian. Pada tahun 2018 luas keseluruhan lahan Bener Meriah 
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adalah 191.969 Ha dengan perincian hutan 104.814 Ha atau 55,50 

persen dari luas total pengunaan lahan. Luas lahan pertanian sawah 

adalah 3.259 Ha atau 1,73 persen dan lahan ladang/kebun seluas 

43,765 Ha atau 22,80 persen. Selebihnya merupakan lahan 

penggunaan lainnya seluas 31758 Ha mencapai 16,54 persen dari 

luas total karakteristik lahan di Bener Meriah masih didominasi 

hutan. Adanya program perluasan lahan pertanian dan transmigrasi 

tahun 2010-2012 menyebabkan lahan hutan di Bener Meriah 

berkurang sebanyak 30.170 Ha, konversi lahan hutan di dominasi 

dari pengalian hutan produksi, pada tahun 2010 luas hutan produksi 

masih 70.348 Ha, namun berkurang dari 51.338 Ha menjadi 19,010 

Ha pada tahun 2018. Dengan demikian terjadi penambahan luasan 

hutan lindung dari 64.636 Ha pada tahun 2010 menjadi 85.804 Ha 

pada tahun 2018. Luas wilayah bertambah 0,7 persen seiring dengan 

upaya ekstensifikasi peningkatan produksi bahan pangan pokok 

berupa kegiatan percetakan sawah baru. Penambahan penggunaan 

lahan menjadi kebun/ladang paling tajam, mencapai 21 persen. 

Tabel 4.1 di bawah menunjukkan keadaan Topografi Bener Meriah. 
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Tabel 4.1 

Topografi Kabupaten Bener Meriah 

No Kemiringan Bentuk 

Morfologi 

Luas 

Wilayah 

Persentase 

(%) 

1. 0-8 Dataran 1.175 5,54 

2. 9-12 Berombak 58.865 13,49 

3. 26-40 Bergelombang 121.527 27,85 

4. 40< Berbukit-

bergunung 

227.272 53,14 

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka,2019. 

 Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa wilayah 

Kabupaten Bener Meriah didomonasi pengunungan serta suhu udara 

yang sejuk memberi pesona terdiri di daerah ini. Topografi yang 

bergunung-gunung dan tanah yang subur memberikan keuntungan 

bagi usaha pertanian, Kabupaten ini memang masih 

menggantungkan ekonominya dari pertanian. Kopi menjadi andalan 

utama, penanaman kopi memang sudah dikenal penduduk sejak 

zaman Belanda, bahkan sebagian besar kebun kopi yang ada 

merupakan peninggalan perkebunan Belanda dengan jenis kopi 

arabica yang ditanam disini, selain karena cocok tumbuh yang 

berhawa sejuk harganya pun relatif lebih tinggi dibanding kopi jenis 

lain. 

 Kabupaten Bener Meriah dikenal dengan cita rasa kopinya 

yang mendunia. Hampir 90 persen dari produksi kopi daerah Bener 

Meriah di Ekspor ke negara-negara antara lain Amerika Serikat, 

Jepang, dan negara Eropa lainnya. Sebagian budidaya tanaman kopi 

berada di kecamatan Bandar dan kecamatan Permata di ikuti oleh 

kecamatan Bener Kelipah, Mesidah dan kecamatan Bukit. Kopi yang 
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dihasilkan adalah kopi yang mempunyai kualitas kopi yang terbaik. 

Pemasaran dari komoditi kopi tergantung pada permintaan pasar 

internasional. 

 Wilayah Kabupaten Bener Meriah merupakan daerah 

beriklim tropis. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari 

sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan 

Agustus sampai bulan Desember. Curah hujan berkisar antara 1.082 

sampai dengan 2.409 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan 

antara 11.3 sampai dengan 160 hari per tahun. Tingkat curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan November yang mencapai 316,5 mm. 

Terendah pada umumnya terjadi pada bulan Juli mencapai 6,2 mm.  

 Dengan topografi rata-rata 1000 m dpl, Kabupaten Bener 

Meriah merupakan daerah yang berhawa sejuk dengan suhu sekitar 

20°C, dimana pada bulan April dan merupakan bulan terpanas 

dengan suhu mencapai 26°C, dan suhu bulan September adalah 

bulan dengan udara dingin dengan suhu 17°C. Keadaan udara terlalu 

lembab dengan rata-rata kelembaban udara 80,08 persen, 

kelembaban udara terbasah 86,28 persen dan terkering 74,25 persen. 

Kecepatan angin tercepat 2,53 m/det dan terlambat 0,95 m/det. 

4.1.2 Jumlah Kepadatan Penduduk 

 Penduduk memiliki arti penting bagi suatu wilayah, sebab 

faktor strategis mereka di dalam pembangunan memiliki arti penting 

sebagai sasaran dan juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan. 

Oleh karena itu pembangunan nasional dititikberatkan pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan 
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pertumbuhan ekonomi. Penyebaran jumlah penduduk pada setiap 

kecamatan di Kabupaten Bener Meriah dapat dilihat pada Tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Jumlah Kepadatan Penduduk Kabupaten Bener Meriah 

Menurut Kecamatan Tahun 2019 

No Kecamatan Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

Wilayah  
(𝐤𝐦𝟐) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/ 

𝐤𝐦𝟐 

1. Bandar 23.387 82,10 285,00 

2. Bener Kelipah 4.526 26,75 169,00 

3. Bukit 27.142 110,95 245,00 

4. Gajah Putih 8.849 72,57 122,00 

5. Mesidah 3.583 286,63 12,00 

6. Permata 18.625 159,66 117,00 

7. Pintu Rime Gayo 13.236 223,56 59,00 

8. Syiah Utama 1.544 814,63 2,00 

9. Timang Gajah 18.678 98,28 190,00 

10. Wih Pesam 25.516 66,28 385,00 

 Bener Meriah 145.086 1.941,61 75,00 

Sumber : BPS Kabupaten Bener Meriah Dalam Angka, 2019. 

 Berdasarakan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 

2019 Kabupaten Bener Meriah memiliki jumlah penduduk 145.086  

jiwa. Kecamatan Bukit merupakan kecamatan dengan jumlah 

penduduk terbesar yaitu sekitar 27.124 jiwa, sedangkan yang terkecil 

adalah Kecamatan Syiah Utama sebesar 1.544 jiwa. Kepadatan 

penduduk adalah rasio jumlah penduduk dengan luas wilayah. 
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Dengan luas wilayah 1.941,61 km2 atau 1.941,61 ha dan jumlah 

penduduk sebesar 145.086 jiwa, kepadatan penduduk di Bener 

Meriah sebesar 75 jiwa/km2 pada tahun 2019 . kepadatan penduduk 

tertinggi terdapat di Kecamatan Wih Pesam yaitu sebesar 385 

jiwa/km2 sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di 

Kecamatan Syiah Utama dengan kepadatan yaitu 2 jiwa/km2. 

4.2      Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa ber maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi (Sugiono, 2011). Data yang diambil untuk 

penelitian ini adalah dari tahun 1990-2003 dan 2005-2018 yaitu 

sebanyak 28 data pengamatan.  

4.2.1 Gambaran Umum Perekonomian Kabupaten Bener 

Meriah 

Struktur ekonomi Kabupaten Bener Meriah yang terlihat dari 

data-data PDRB merupakan kinerja dari aktivitas produksi yang 

dilakukan oleh pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan dan 

pemerintah pada sembilan sektor ekonomi, yaitu: pertanian, 

pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan air 

minum, bangunan dan konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, 

pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan, dan Jasa-jasa. 
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Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bener Meriah selama 

tahun 1990-2018 sangat berfluaktuasi, hal ini diukur dari tingkat 

pertumbuhan nilai PDRB. Tahun 1990 laju pertumbuhan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 0,93 persen kemudian 

menurun menjadi 0,27 persen pada tahun 1998. Penurunan ini 

disebabkan oleh krisis moneter dan konflik berkepanjangan yang 

terjadi pada masa tersebut menyebabkan produktivitas masyarakat 

menjadi rendah yang akhirnya ikut mempengaruhi perekonomian di 

Provinsi Aceh dan juga Kabupaten Bener Meriah. 

Tabel berikut meringkas secara jelas data pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Bener Meriah dari tahun 1990-2018. 
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Tabel 4.3 

Perkembangan PDRB di Kabupaten Bener Meriah 

Sejak Tahun 1990-2018 

Tahun PDRB Atas  Dasar Harga 

Konstan (Jutaan Rupiah) 

Pertumbuhan (%) 

Sebelum Pemekaran 

1990 412.414.70 0,93 

1991 417.821.07 1,40 

1992 426.821.18 2,14 

1993 315.503.02 6,65 

1994 377.334.880 9,37 

1995 401.916.740 6,51 

1996 427.612.060 6,39 

1997 445.363.110 4,15 

1998 446.574.610 0,27 

1999 448.097.450 0,34 

2000 701.952.220 56,65 

2001 803.914.920 14,53 

2002 733.886.220 -8,71 

2003 756.139.050 3,03 

Rata-rata laju Pertumbuhan PDRB 1990-2003                                 7,40 

Masa Peralihan 

2004 15.876.684 26,32 

Sesudah Pemekaran 

2005 25.807.262 -1,18 

2006 25.914.214 1,84 

2007 26.041.635 2,15 

2008 26.621.906 2,90 

2009 721.664.270 4,54 

2010 756.359.921 4,81 

2011 756.359.923 5,11 

2012 836.937.410 5,28 

2013 876.676.277 5,39 

2014 920.355.444 4,45 

2015 307.058.195 4,82 

2016 320.653.365 4,43 

2017 333.761.417 4,06 

2018 420.344.738 4,17 

Rata-rata Pertumbuhan PDRB 2005-2018                                        3,76 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 1990-2018 (data diolah) 
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 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa 

pertumbuhan PDRB di Kabupaten Bener Meriah dari tahun ke tahun 

mengalami fluaktuasi, di mana data tersebut merupakan data 

sebelum dan sesudah terlaksananya pemekaran. Jika dibandingkan 

laju pertumbuhan PDRB sebelum dan sesudah terjadi pemekaran 

maka laju pertumbuhan PDRB sebelum pemekaran lebih tinggi 

yakni rata-rata 7,40 persen selama periode 1990-2003 menjadi 3,76 

persen selama periode 2005-2018 atau sesudah pemekaran. 

Gambar 4.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bener Meriah 

Sebelum dan Sesudah Pemekaran 

 

            Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB 

Kabupaten Bener Meriah selama periode penelitian berfluaktuasi 

naik turun. Tahun 1994 laju pertumbuhan PDRB adalah 9,37 persen 

kemudian terus menurun pada tahun-tahun berikutnya menjadi 0,34 
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persen pada tahun 1999. Seperti yang kita ketahui krisis moneter dan 

konflik yang berkepanjangan yang terjadi pada masa tersebut 

menyebabkan produktivitas masyarakat menjadi rendah yang 

akhirnya ikut mempengaruhi perekonomian di Provinisi Aceh dan 

juga Kabupaten Bener Meriah tentunya. Tetapi pada tahun 2000, laju 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Bener Meriah meningkat sebesar 

56,65 persen dan merupakan laju pertumbuhan ekonomi yang 

tertinggi selama periode penelitian ini. Hal ini dipengaruhi oleh 

produksi pertanian seperti tanaman kopi. Meningkatnya harga jual 

kopi tentunya berpengaruh pada meningkatnya aktivitas pertanian 

dan perekonomian masyarakat, karena kopi yang dihasilkan selain 

untuk dipasarkan ke tingkat lokal juga sebagian besar ada yang 

diekspor keluar negeri dengan ekspor yang tinggi. Begitu juga 

tanaman sayur-sayuran, palawija, dan holikultura seperti kentang, 

tomat, cabai, dan lain-lain. Hal ini tentu mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bener Meriah pada saat itu. 

Namun seperti yang dapat kita lihat pada gambar 4.1 pertumbuhan 

ekonomi kembali menurun pada tahun-tahun berikutnya bahkan 

mencapai minus 8,71 persen pada tahun 2002. Selanjutnya 

pertumbuhan PDRB kembali meningkat 3,03 persen pada tahun 

2003. Kemudia PDRB mulai turun di tahun 2006 dan kembali 

berfluaktuasi sampai tahun 2018. 

Diduga penurunan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh 

menurunnya pertumbuhan pengeluaran pemerintah pasca  
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pemekeran  yaitu tahun 2005-2018, penurunan itu dapat dilihat 

dalam tabel pengeluaran berikut ini. 

Tabel 4.4 

Pengeluaran Pemerintah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan 

Pemekaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 1990-2018 

Tahun Pengeluaran Pemerintah Pertumbuhan (%) 

Sebelum Pemekaran 

1990 444.280.329 -1,95 

1991 440.938.998 -0,75 

1992 474.681.142 7,65 

1993 649.913.111 6,65 

1994 18.021.356 7,77 

1995 19.049.311 5,70 

1996 21.790.392 14,38 

1997 31.635.433 45,18 

1998 27.029.497 -14,55 

1999 68.600.645 153,79 

2000 90.041.665 31,25 

2001 174.084.301 93,33 

2002 216.929.511 24,61 

2003 288.337.529 32,91 

Rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah                                 28,99 

Masa Peralihan 

2004 151.594.843 -19,41 

Sesudah Pemekaran 

2005 207.341.656 23,17 

2006 269.905.270 6,39 

2007 290.997.889 5,02 

2008 397.097.213 4,99 

2009 308.998.213 5,90 

2010 308.998.321 4,92 

2011 24.206.118 4,47 

2012 25.287.841 5,23 

2013 26.611.239 5,39 

2014 29.293.888 4,45 

2015 30.070.581 4,82 

2016 13.306.521 4,43 

2017 13.337.605 4,09 

2018 13.479.900 4,17 

Rata-rata laju Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah                                 6,24 

Sumber : Bener Meriah Dalam Angka (diolah) 
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 Tabel 4.4 di atas menunjukkan pertumbuhan pengeluaran 

pemerintah sebelum dan sesudah terlaksananya pemekaran wilayah, 

dimana rata-rata pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebelum 

terlaksananya pemekaran sebesar 28,99 persen menurun setelah 

terlaksananya pemekaran sebesar 6,24 persen hal ini yang 

menyebabkan penurunan pertumbuhan PDRB daerah Kabupaten 

Bener Meriah. 

Gambar 4.2 

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Bener 

Meriah Sebelum dan Sesudah Pemekaran 

 

 Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa pengeluaran 

pemerintah Kabupaten Bener Meriah sebelum pemekaran cenderung 

meningkat kecuali pada tahun 1998 yang menurun dari 1997 hal ini 

disebabkan oleh krisis moneter yang melanda Indonesia dan konflik 

bersenjata yang terjadi di Provinsi Aceh juga ikut mempengaruhi 
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pengeluaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah tentunya. Begitu 

juga pada periode setelah pemekaran pengeluaran pemerintah juga 

mengalami penurunan kecuali pada tahun 2005. Penurunan 

pengeluaran pemerintah ini tidak terlepas dari terjadinya pemekaran 

Kabupaten baru yaitu Kabupaten Bener Meriah yang memisahkan 

diri dari Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2003. Sehingga hal ini 

menyebabkan wilayah Kabupaten Bener meriah mengecil dan ikut 

mempengaruhi pengeluaran pemerintah Kabupaten Bener Meriah. 

 Dengan menurunnya tingkat pertumbuhan PDRB dan 

menurunnya tingkat pertumbuhan pengeluaran pemerintah di 

Kabupaten Bener Meriah tersebut maka secara otomatis akan 

menurunkan laju pertumbuhan pendapatan per kapita di Kabupaten 

Bener Meriah. Menurunnya pertumbuhan pendapatan per kapita 

tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

 
 

Tabel 4.5 

Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bener 

Meriah Tahun 1990-2018 

Tahun Pendapatan Per Kapita Atas 

Dasar Harga Konstan (Juta 

Rupiah) 

Pertumbuhan (%) 

Sebelum Pemekaran 

1990 4.872.653,00 4,97 

1991 4.822.188,89 1,05 

1992 4.630.718,70 1,48 

1993 1.530.874,23 4,28 

1994 3.867.556,29 21,44 

1995 5.642.123,88 23,04 

1996 3.922.317,91 0,89 

1997 1.998.807,41 0,56 

1998 1.764.022,00 -0,93 

1999 1.742.258,14 -1,23 

2000 4.822.188,89 0,14 

2001 4.872.653,00 1,05 

2002 4.630.718,70 -4,97 

2003 4.562.320,46 1,48 

Rata-rata laju pertumbuhan pendapatan per kapita                          3,80 

Masa Peralihan 

2004 4.805.541,31 8,00 

Sesudah Pemekaran 

2005 5.495.686,76 -1,18 

2006 5.596.925,42 1,84 

2007 5.717.484,68 2,15 

2008 5.888.352,46 2,91 

2009 5.973.283,00 3,41 

2010 5.860.607,00 -1,89 

2011 6.021.971,00 2,75 

2012 6.169.071,00 2,44 

2013 6.292.561,25 2,68 

2014 2.920.355,40 3,14 

2015 3.078.610,00 2,32 

2016 3.206.536,60 2,61 

2017 3.337.141,71 2,68 

2018 3.998.307,32 2,51 

Rata-rata laju pertumbuhan pendapatan per kapita                          2,00   

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Tahun 1990-2018(Data diolah) 
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          Tabel 4.5 Menunjukkan bahwa pendapatan per kapita 

Kabupaten Bener Meriah terjadi fluaktuasi pada setiap tahunnya, 

jika dilihat pada laju pertumbuhan pendapatan per kapita sebelum 

dan sesudah terjadi pemekaran maka dapat disimpulkan laju 

pertumbuhan pendapatan per kapita sesudah pemekaran menjadi 

lebih kecil yakni dari rata-rata 3,80 persen selama periode 1990-

2003 menjadi 2,00 persen selama periode 2005-2018. Penurunan 

laju pertumbuhan pendapatan per kapita sesudah pemekaran tersebut 

disebabkan oleh tingkat PDRB yang menurun, sedangkan tingkat 

PDRB yang menurun sesudah pemekaran disebabkan oleh tingkat 

pertumbuhan pengeluaran pemerintah lebih rendah sesudah 

pemekaran dari pada sebelum pemekaran. 

Gambar 4.3 

Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bener 

Meriah Sebelum dan Sesudah Pemekaran 
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 Berdasarkan Gambar 4.3 di atas menunjukkan 

pertumbuhuhan pendapatan per kapita Kabupaten Bener Meriah di 

mana sebelum dan sesudah pemekaran wilayah berflukatuasi. 

Dimana pertumbuhan pendapatan perkapita tertinggi pada tahun 

1995 dan langsung menurun pada tahun-tahun berikutnya. 

Sedangkan sesudah pemekaran pertumbuhan pendapatan per kapita 

tumbuh tertinggi pada tahun 2011 dan kembali berfluaktuasi sampai 

tahun 2018. 

4.3 Pemekaran wilayah Terhadap Pertumbuhan 

Pendapatan Per Kapita 

           Pemekaran wilayah seharusnya memiliki hubungan terhadap 

pendapatan per kapita. Hal ini terlihat sebagaimana hasil uji hipotrsis 

yang melihat dampak pemekaran wilayah terhadap pertubuhan 

pendapatan per kapita. Untuk meningkatkan pertumbuhan 

pendapatan per kapita sesudah pemekaran, seharusnya pemerintah 

Kabupaten Bener Meriah lebih mampu mengelola secara baik 

sektor-sektor yang ada didalam PDRB didaerah tersebut. apabila 

pengelolaan sektor PDRB tersebut telah terlaksana dengan baik, 

maka akan meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita yang 

cepat pula, dengan membenahi sektor-sektor yang dapat menunjang 

pertumbuhan PDRB Aceh, seperti sektor pertanian, industri, 

pertambangan, minyak dan gas.  Namun selama kurun waktu 

sesudah pemekaran 2005-2018 pemerintah Kabupaten Bener Meriah 

belum mampu mengelola sektor-sektor dalam PDRB, sehingga 

menyebabkan penurunan pertumbuhan pendapatan per kapitanya. 



73 
 

 
 

Rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten Bener 

Meriah sebelum dan sesudah pemekaran, secara jelas dapat dilihat 

pada tabel berikut 

Tabel 4.6 

Rata-rata Pertumbuhan Per Kapita Sebelum dan Sesudah 

Pelaksanaan Pemekaran Tahun 1990-2018 

 

Rata-rata 

pertumbuhan Per 

Kapita Kabupaten 

Bener Meriah 

Sebelum Pemekaran 

1990-2003 

Sesudah Pemekaran 

2005-2018 

3,80 2,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh (data diolah) 

 Pada Tabel 4.6 di atas menunjukkan rata-rata pertumbuhan 

pendapatan per kapita Kabupaten Bener Meriah sebelum pemekaran 

yaitu 3,80 persen selama periode 1990-2003. Namun pada penelitian 

ini tidak memasukkan data tahun 2004 karena pada tahun 2004 

merupakan masa peralihan. Memasuki tahun 2005, pertumbuhan 

pendapatan per kapita kabupaten Bener Meriah mengalami 

penurunan, sehingga pertumbuhan rata-rata pertumbuhan 

pendapatan per kapita Bener Meriah turun sebesar 2,00 persen untuk 

periode 2005-2018. Penurunan pertumbuhan pendapatan per kapita 

Bener Meriah sesudah pemekaran pada tahun 2005-2018 

dikarenakan pertumbuhan PDRB setelah pemekaran juga rendah. 

4.4. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya 
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dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model 

penelitian.Data yang akan diuji sebelumnya harus memenuhi 

persyaratan normalitas, pengujian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji One Sample Kolmogrov-Smirnov. Data yang 

dinyatakan berdistribusi normal jika signifikasi lebih besar dari 0,05. 

Hasil uji Kolmogrov-Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmograv Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 14 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 145.50678522 

Most Extreme Differences Absolute .211 

Positive .166 

Negative -.211 

Test Statistic .211 

Asymp. Sig. (2-tailed) .092c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Uji, diolah dengan menggunakan SPSS 25 (2019) 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui nilai 

signifikansi pada Asymp. Sig. (2-tailend). Diperoleh sebesar 0,092 

artinya nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,05. Maka dapat 
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disimpulkan bahwa nilai residual pada pendapatan per kapita 

Kabupaten Bener Meriah berdistribusi normal. 

4.5. Pembuktian Hipotesis (Paired Sample T-Test) 

 Paired Sample t-testadalah uji statistika yang bertujuan 

untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan 

atau saling berkaitan. Sampel berpasangan diartikan sebagai sebuah 

sample dengan subjek yang sama namun mengalami dua perlakuan 

atau pengukuran yang berbeda seperti subyek A mendapat perlakuan 

1, kemudian perlakuan 11. Tujuan dari pengujian ini adalah menguji 

perbedaan rata-rata antara sampel yang berpasangan. 

 Sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : Rata-rata kenaikan pertumbuhan pendapatan per kapita sama 

sebelum dan sesudah pelaksanaan pemekaran wilayah. 

𝐻1  : Rata-rata kenaikan pertumbuhan pendapatan per kapita berbeda 

sebelum dan sesudah pelaksanaan pemekaran wilayah. 

 Dengan ketentuan bahwa derajat Sig = 0.05, jika lebih kecil 

dari Sig < 0.05 maka hipotesis alternatif atau H1 diterima,  

sebaliknya jika Sig = 0.05, lebih besar dari Sig > 0.05 maka H1 

ditolak, yang menyatakan bahwa suatu variabel indenpenden secara 

parsial mempengaruhi variabel dependen. 
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Tabel 4.8 

Paired Samples Statistic 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Sebelum 3.803571 14 816.08075 218.10675 

Sesudah 2.007143 14 154.75709 41.36057 

Sumber : Hasil Uji, diolah dengan menggunakan SPSS 25 (2019) 

 Tabel 4.8 Paired Samples di atas menunjukkan bahwa rata-

rata kenaikan pertumbuhan pendapatan Per kapita setiap tahun di 

Bener Meriah sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, di mana 

rata-rata kenaikan pendapatan per kapita sebelum pelaksanaan 

pemekaran wilayah adalah 3,80 persen dan kenaikan rata-rata 

pendapatan per kapita sesudah pelaksanaan pemekaran wilayah 

adalah 2,00 persen. Ini membuktikan bahwa terdapat hubungan 

antara pelaksanaan pemekaran wilayah dengan pertumbuhan 

ekonomi Bener Meriah. Dimana ketika sesudah pelaksanaan 

pemekaran wilayah pertumbuhan pendapatan per kapita menurun 

sebesar 2,00 persen. Tabel berikut memperlihatkan hubungan 

korelasi antara pemekaran dengan pertumbuhan ekonomi. 
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Tabel 4.9 

Paired Samples Correlations 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 14 .490 .075 

Sumber: Hasil Uji, diolah dengan menggunakan SPSS 25(2019) 

 Pada Tabel 4.9 di atas, nilai korelasi menunjukkan sebesar 

0,490 dengan signifikasi sebesar 0,075. Maka hal ini menunjukkan 

bahwa sebelum dan sesudah pemekaran wilayah mempunyai 

korelasi yang tidak kuat atau tidak signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Selanjutnya uji t hitung untuk mengetahui diterima atau 

tidaknya hipotesis ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Tabel 4.10 

Paired Samples Test 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 sebelum – 
sesudah 

179.6428
6 

902.08286 241.09178 -341.20428 700.48999 .745 13 .469 

Sumber:Hasil Uji, diolah dengan menggunakan SPSS 25 (2019) 

 Uji Paired Sampel t-test terjadi jika: 

1. Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat 

perbedaan yang signifikansi antara pendapatan per kapita di 
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Kabupaten Bener Meriah sebelum dan sesudah pemekaran 

wilyah. 

2. Jika nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka terdapat perbedaan yang 

signifikasi antara pendapatan per kapita Kabupaten Bener 

Meriah sebelum dan sesudah pemekaran 

     Berdasarkan hasil uji paired diatas menggunakan SPSS 25 

diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar  0,469 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada persamaan pertumbuhan  pendapatan 

per kapita Kabupaten Bener Meriah sebelum dan sesudah 

pemekaran, yang artinya H1 ditolak dan Ho diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan per kapita sesudah 

pelaksanaan pemekaran mengalami penurunan yang signifikan 

sebesar 2,00 persen dari tahun 2005-2018 dibandingkan sebelum 

pelaksanaan pemekaran sebesar 3,80 persen selama 14 tahun 

berturut-turut dari tahun 1990-2003. 

4.6. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak 

ada perbedaan rata-rata Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bener 

Meriah diantara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran. Hal ini 

ditunjukkan oleh Pendapatan Per Kapita Kabupaten Bener Meriah 

sebelum dan pemekaran sebesar 0,469. Ini berarti bahwa 0,469> 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara pendapatan per kapita Kabupaten Bener Meriah 

sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Dan rata-rata pendapatan 

per kapita sesudah pelaksanaan pemekaran mengalami penurunan 
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yang signifikan sebesar 2,00 persen dari tahun 2005-2018 

dibandingkan sebelum pelaksanaan pemekaran sebesar 3,80 persen 

selama 14 berturut-turut dari tahun 1990-2018. 

 Kuncoro (2006) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu 

Negara pada waktu tertentum nilainya diperoleh dari pendapatan 

nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu 

negara pada tahun tersebut. manfaat yang diperoleh dari menghitung 

pendapatan per kapita adalah 1) dapat mengetahui tingkat 

perekonomian suatu negara, jika pendapatan per kapita tinggi berarti 

perekonomian sudah maju, demikian pula sebaliknya, 2) dapat 

melihat perkembangan perekonomian dan kemakmuran suatu 

negara, dengan cara membandingkan membandingkan besarnya 

pendapatan per kapita dari tahun ke tahun, 3) dapat membandingkan 

tingkat kemakmuran (standar hidup) antar negara, apakah tergolong 

kelompok rendah, menengah atau tinggi. 

 Pertumbuhan pendapatan per kapita Kabupaten Bener 

Meriah dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2005 

sesudah pemekaran wilayah tingkat pertumbuhan pendapatan per 

kapita di Kabupaten Bener Meriah turun sebesar -1,18 persen. 

Selama pemekaran tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita  

tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 3,41 persen. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Riani dan Pudjihardjo “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah 

Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan 
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AntarWilayah Di Provinsi Papua” Metode yang digunakan 

deskriptif kuantitatif dengan hasil penelitian tidak terdapat 

perbedaan sebelum dan sesudah pemekaran, dimana dihitung dari 

rata-rata pertumbuhan pendapatan per kapita sebelum pemekaran 

yakni periode 1999-2002 sebesar 8,32 persen per tahun, kemudian 

dibandingkan dengan masa sesudah pemekaran yaitu periode 2003-

2008 menurun menjadi 0,70 persen, maka dapat disimpulkan bahwa 

kebijakan pemekaran daerah membuat pendapatan per kapita di 

Provinsi Papua menjadi lebih lambat. 

 Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pitri “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah 

Terhadap Pendapatan Per Kapita Dalam Persepktif Ekonomi Islam 

(Studi Pada Kabupaten Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung. 

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan data sekunder. Dengan hasil penelitian berdasarkan 

Uji Statistik Paired Sampel T-test menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara PDRB per kapita daerah otonomi 

baru yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten 

Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah 

Pemekaran wilayah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan 

nilai sig. (2-tailed) yang dilakukan menggunakan program spss 16.0 

yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tulang Bawang Barat sig. 

(2-tailed) = (0,000). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1       Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Uji Paired diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 

0.469 > 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara pendapatan per kapita 

Kabupaten Bener Meriah sebelum dan sesudah pemekaran. 

2. Hasil uji hipotesis pertumbuhan pendapatan per kapita 

sesudah pemekaran lebih kecil yakni rata-rata 3,80 persen 

selama periode 1990-2003 menjadi 2,00 persen selama 

periode 2005-2018. Dengan demikian dapat dikatakan 

Kabupaten Bener Meriah mengalami Penurunan pendapatan 

Per Kapita setelah di laksanakannya pemekaran wilayah. 

3. Rata-rata tingkat pengeluaran pemerintah lebih tinggi 

sebelum terlaksanannya pemekaran sebesar 28,99 persen 

selama periode 1990-2003 dan menurun sebesar 6,24 persen 

selama periode 2005-2018, menyebabkan penurunan 

pertumbuhan PDRB sesudah pemekaran. 

5.2     Saran-saran 

  Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat di 

berikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah perlu 

mengoptimalkan kinerjanya dalam mengelola dana, 
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meningkatkan sektor-sektor ekonomi yanga da dalam 

PDRB. Sehingga dengan pengelolaan dana yang tepat 

sasaran dan sesuai tujuan, dan meningkatkan sektor-

sektor ekonomi dalam PDRB maka mampu mendorong 

pertumbuhan ekonomi lebih cepat, dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat lokal dan meningkatkan 

kemandirian daerah. 

2. Pemerintah harus mendistribusikan pendapatan daerah 

secara adil dan merata sehingga seluruh lapisan 

masyarakat termasuk masyarakat miskin dapat 

menikmati hasil pembangunan ekonomi demi 

kesejahteraan dan kemakmuran secara bersama. 

3. Pemerintah pusat sebaiknya melakukan pengawasan dan 

pembinaan bagi pemerintah Kabupaten Bener Meriah, 

khusunya dalam pembuatan keputusan sehingga dapat 

menciptakan kemandirian daerah dan percepatan 

pertumbuhan ekonomi yang tercapai. 

4. Perlunya peningkatan kualitas SDM, peningkatan output 

PDRB, peningkatan sumber pendapatan asli daerah 

(PAD), peningkatan pembangunan infra struktur, dan 

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten 

(APBK) yang baik. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai 
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pembanding untuk penelitian sejenis lainnya yang bisa 

dipakai  dengan semestinya bagi peneliti selanjutnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Nama-nama Provinsi di Indonesia Tahun 1950-2019 

Tahun Provinsi 

1950-1955 1. D. I. Yogyakarta 

2. Jawa Barat 

3. Jawa Timur 

4. Jawa Tengah 

1956-1960 5. Bali 

6. Aceh 

7. Kalimatan Barat 

8. Kalimatan Tengah 

9. Kalimatan Selatan 

10. Kalimatan Timur 

11. Maluku 

12. Nusa Tenggara Barat 

13. Nusa Tenggara Timur 

14. Riau 

15. Sumatera Barat 

16. Sumatera Utara 

17. Jambi 

18. Sumatera Selatan 

19. Sulawesi Utara 

20. Sulawesi Selatan 

1961-1965 21. DKI Jakarta 

22. Lampung 

23. Sulawesi Tengah 

24. Sulawesi Tenggara 

1966-1970 25. Bengkulu 

26. Papua 

1971-1998 -  

1999-2005 27. Kepulauan Riau 

28. Bangka Belitung 

29. Banten 

30. Sulawesi Barat 

31. Gorontalo 

32. Maluku Barat 

33. Papua Barat 

2006-2018 34.  Kalimatan Utara 

Sumber : BPS Indonesia (2018) 
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Lampiran 2 : Data Analisis Uji Paired Sample Test 

Tahun Pendapatan Per Kapita 

(ADHK) 

Persentase (%) 

Sebelum Pemekaran 

1990 4.872.653,00 4,97 

1991 4.822.188,89 1,05 

1992 4.630.718,70 1,48 

1993 1.530.874,29 4,28 

1994 3.867.556,29 21,44 

1995 5.642.123,88 23,04 

1996 3.922.317,91 0,89 

1997 1.998.807,41 0,56 

1998 1.764.022,00 -0,93 

1999 1.742,258,14 -1,23 

2000 4.822.188,89 0,14 

2001 4.872.653,00 1,05 

2002 4.630.718,70 -4,97 

2003 4.562.320,46 1,48 

Sesudah Pemekaran 

2005 5.495.686,76 -1,18 

2006 5.596.925,42 1,84 

2007 5.717.484,68 2,15 

2008 5.888.352,46 2,91 

2009 5.973.283,00 3,41 

2010 5.860.607,00 -1,89 

2011 6.021.971,00 2,75 

2012 6.169.071,00 2,44 

2013 6,292.561,25 2,68 

2014 2.290.355,40 3,14 

2015 3.078.610,00 2,32 

2016 3.206.536,60 2,61 

2017 3.337.151,71 2,68 

2018 3.998.307,32 2,51 

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh, tahun 1990-2018 (data diolah) 
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Lampiran 3 : Hasil Uji Normalitas PDRB Per Kapita Kabupaten 

Bener Meriah 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 14 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 145.50678522 

Most Extreme Differences Absolute .211 

Positive .166 

Negative -.211 

Test Statistic .211 

Asymp. Sig. (2-tailed) .092c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

  

Lampiran 4 : Hasil Uji Paired Sample T-test 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 Sebelum 3.803571 14 816.08075 218.10675 

Sesudah 2.007143 14 154.75709 41.36057 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 14 .490 .075 
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Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

taile

d) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 sebelum – 

sesudah 

179.6428

6 

902.08286 241.09178 -341.20428 700.48999 .745 13 .469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


